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Info Artikel  Abstrak  
Direvisi, 12/04/2025 Artikel ini menganalisis perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit 

multiguna di Indonesia, yang semakin relevan dalam konteks perkembangan 
sistem perbankan dan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi 
debitur dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini 
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan 
konseptual, yang berfokus pada analisis norma yang berlaku. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang melindungi debitur, praktik di 
lapangan masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti klausul standar 
yang merugikan. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang perlunya 
perbaikan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan debitur. 
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This article analyzes the legal protection of debtors in multipurpose credit 
agreements in Indonesia, which is increasingly relevant in the context of the 
development of the banking system and the economy. The purpose of this study is 
to identify and analyze the aspects of legal protection available to debtors and 
evaluate the effectiveness of existing regulations. This study uses normative legal 
methods with a statutory and conceptual approach, which focuses on the analysis 
of applicable norms. The results show that despite regulations that protect 
debtors, practices in the field still face significant challenges, such as adverse 
standard clauses. These findings provide new insights into the need for policy 
improvements to improve debtor protection. 

 
PENDAHULUAN 

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit multiguna merupakan isu 
yang semakin relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dan perbankan di Indonesia. 
Dalam perjanjian kredit, debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah 
dibandingkan dengan kreditur, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran 
perjanjian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum 
yang dapat diberikan kepada debitur, serta bagaimana peraturan yang ada dapat dioptimalkan 
untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis aspek-aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dalam perjanjian 
kredit multiguna, serta mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam memberikan 
perlindungan tersebut. 

Survei literatur menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah membahas 
perlindungan hukum dalam konteks perjanjian kredit. Misalnya, Pratiwi et al. meneliti 
perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan 
pengangkatan pegawai negeri sipil, menekankan pentingnya prosedur dan pengaturan yang 

https://swarajustisia.unespadang.ac.id/
https://doi.org/10.31933/7x7xkr95
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:wahyudi.umar@umkendari.ac.id


Volume 9, Issue 2, Juli 2025 e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 

 

    Page 244 

jelas dalam perjanjian kredit untuk melindungi debitur.1  Selain itu, Susanti menyoroti bahwa 
klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali merugikan debitur, dan mengusulkan agar 
perbankan tidak mencantumkan klausula yang tidak adil.2 Namun, penelitian-penelitian ini 
masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal cakupan analisis dan penerapan solusi yang 
diusulkan dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengatasi 
keterbatasan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai 
perlindungan hukum debitur dalam perjanjian kredit multiguna. 

Lebih jauh, penelitian ini juga akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang berkaitan 
dengan identitas palsu dalam akta perjanjian kredit, yang dapat berdampak pada validitas 
perjanjian dan hak-hak debitur.3 Penelitian oleh Halim menekankan bahwa perlindungan 
hukum bagi pemilik jaminan dalam lelang eksekusi juga relevan untuk dipertimbangkan, 
karena sering kali debitur terjebak dalam situasi yang merugikan akibat eksekusi jaminan 
yang tidak adil.4 Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
signifikan dalam memahami dan memperbaiki perlindungan hukum bagi debitur, serta 
memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik. 

Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi masalah perlindungan hukum yang 
lemah bagi debitur dalam perjanjian kredit multiguna, serta tujuan untuk memberikan solusi 
yang lebih efektif dan aplikatif. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi 
pengembangan kebijakan hukum dan praktik perbankan di Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif 
berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut 
diterapkan dalam konteks perjanjian kredit multiguna. Pendekatan perundang-undangan 
digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan, seperti 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait lainnya yang 
mengatur tentang perjanjian kredit dan perlindungan hukum bagi debitur.5 Sementara itu, 
pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum 
yang berkaitan dengan perlindungan debitur, seperti prinsip keadilan, kepastian hukum, dan 
perlindungan konsumen dalam konteks perjanjian kredit.6 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Regulasi yang Melindungi Debitur dalam Perjanjian Kredit 

Analisis mendalam mengenai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap debitur 
dalam perjanjian kredit multiguna di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang 
melibatkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Perlindungan hukum terhadap 
debitur diatur dalam beberapa undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada debitur untuk 
mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa secara patut.7 Dalam konteks ini, debitur 
memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika 
merasa dirugikan oleh praktik perbankan yang tidak adil, termasuk klausula baku yang 
merugikan.8 

Klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali menjadi sumber ketidakadilan bagi 
debitur, terutama jika klausula tersebut disusun secara sepihak oleh pihak bank dengan 
ukuran tulisan yang kecil, sehingga sulit dibaca.9 Hal ini menciptakan ketidakseimbangan 
posisi antara bank dan debitur, di mana debitur sering kali tidak memiliki kekuatan untuk 
menegosiasikan syarat-syarat perjanjian.10 Oleh karena itu, penting bagi debitur untuk 
memahami isi perjanjian dan hak-hak mereka, serta untuk memastikan bahwa perjanjian 
tersebut tidak mengandung klausula yang merugikan. 

Selain itu, dalam hal wanprestasi, debitur memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan 
masalah kredit macet, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.11 Upaya litigasi dapat 
dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara upaya non-litigasi 
mencakup negosiasi dan restrukturisasi utang.12 Perlindungan hukum terhadap debitur juga 
mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai risiko dan 
konsekuensi dari perjanjian kredit yang mereka tanda tangani.13 

Regulasi mengenai jaminan dalam perjanjian kredit juga berperan penting dalam 
melindungi debitur. Jaminan fidusia, misalnya, memberikan perlindungan bagi debitur 
dengan memastikan bahwa kreditur tidak dapat sembarangan mengeksekusi jaminan tanpa 
mengikuti prosedur hukum yang berlaku.14 Namun, debitur tetap harus memenuhi kewajiban 
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pembayaran sesuai dengan perjanjian, dan jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak untuk 
mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.15 

Dalam konteks restrukturisasi kredit, terutama yang dipicu oleh situasi darurat seperti 
pandemi COVID-19, OJK telah mengeluarkan regulasi yang memberikan kelonggaran bagi 
debitur untuk melakukan restrukturisasi utang.16 Ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya 
berfokus pada perlindungan kreditur, tetapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan 
debitur dalam situasi yang sulit. 

Secara keseluruhan, regulasi yang mengatur perlindungan terhadap debitur dalam 
perjanjian kredit multiguna di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum yang bertujuan 
untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Meskipun 
ada perlindungan yang diatur dalam undang-undang, debitur tetap perlu proaktif dalam 
memahami hak-hak mereka dan memastikan bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani 
tidak merugikan mereka di masa depan. 
 
Pelanggaran Hak Debitur dalam Perjanjian Multiguna 

Analisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak debitur dalam perjanjian kredit 
multiguna di Indonesia menunjukkan berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh 
debitur. Salah satu isu utama adalah ketidakadilan dalam klausula perjanjian yang sering kali 
merugikan debitur. Klausula baku yang disusun secara sepihak oleh kreditur dapat 
menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan debitur-kreditur, di mana debitur terpaksa 
menerima syarat-syarat yang tidak adil dan merugikan.17 Hal ini sering kali terjadi dalam 
perjanjian kredit yang tidak transparan, di mana debitur tidak sepenuhnya memahami 
konsekuensi dari perjanjian yang mereka tanda tangani.18 

Kasus pemalsuan tanda tangan juga menjadi salah satu contoh pelanggaran hak debitur. 
Dalam situasi di mana debitur tidak menyadari bahwa tanda tangan mereka telah dipalsukan 
untuk mendapatkan kredit, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, 
termasuk kehilangan aset yang dijaminkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
tindakan pemalsuan ini tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga menciptakan kerugian bagi 
kreditur yang berusaha menegakkan hak mereka atas jaminan yang diberikan.19 Dalam hal 
ini, perlindungan hukum terhadap debitur menjadi sangat penting, karena mereka sering kali 
menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak etis. 

Selain itu, pelanggaran hak debitur juga dapat terjadi dalam konteks pengalihan hak 
atas kredit. Pengalihan hak atau alih debitur yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur dapat 
dianggap batal demi hukum, sehingga debitur berpotensi kehilangan hak atas aset yang 
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dijaminkan.20 Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan persetujuan dalam setiap 
transaksi yang melibatkan hak atas kredit, agar debitur tidak dirugikan oleh tindakan yang 
tidak sah. 

Dalam konteks restrukturisasi kredit, debitur sering kali menghadapi kesulitan dalam 
bernegosiasi dengan kreditur. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan 
regulasi untuk memberikan kelonggaran bagi debitur yang terdampak oleh situasi darurat, 
seperti pandemi COVID-19, implementasi dari kebijakan ini sering kali tidak berjalan dengan 
baik di lapangan.21 Debitur yang ingin melakukan restrukturisasi kredit sering kali terhambat 
oleh persyaratan yang ketat dan kurangnya dukungan dari pihak kreditur, yang dapat 
memperburuk kondisi keuangan mereka. 
 
Peran Otoritas dan Penegakan Hukum 

Analisis mendalam terkait otoritas pengawas dan penegakan hukum dalam kasus 
perjanjian kredit multiguna di Indonesia menunjukkan pentingnya peran Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menegakkan regulasi yang melindungi debitur dan 
kreditur. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga keuangan, 
termasuk bank dan lembaga pembiayaan, mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian 
kredit. Prinsip ini mencakup analisis mendalam terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi 
ekonomi, dan agunan yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan kredi.22 Penerapan 
prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet dan melindungi 
kepentingan semua pihak yang terlibat. 

Salah satu tantangan yang dihadapi OJK dalam pengawasan adalah adanya pelanggaran 
terhadap prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan. Penegakan hukum terhadap 
pelanggaran ini sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dalam proses pemberian 
kredit dan ketidakpatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada.23 Misalnya, dalam 
beberapa kasus, lembaga keuangan tidak melakukan analisis yang memadai terhadap 
kelayakan kredit debitur, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.24 Oleh 
karena itu, OJK perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan 
bahwa lembaga keuangan mematuhi regulasi yang berlaku. 

Selain itu, OJK juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, 
termasuk debitur, melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan 
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perlindungan konsumen.25 Dalam konteks ini, OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi 
untuk melindungi debitur dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pemalsuan dokumen 
atau klausula baku yang tidak adil.26 Namun, implementasi dari kebijakan ini sering kali 
menghadapi kendala, termasuk kurangnya pemahaman dari debitur mengenai hak-hak 
mereka dan prosedur yang harus diikuti untuk mengajukan keluhan.27 

Dalam situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, OJK juga berperan dalam 
memberikan relaksasi kredit untuk membantu debitur yang terdampak. Kebijakan ini 
mencakup penangguhan pembayaran dan restrukturisasi utang, yang bertujuan untuk 
meringankan beban debitur dan menjaga stabilitas ekonomi.28 Namun, efektivitas kebijakan 
ini sangat bergantung pada implementasi yang baik di lapangan dan dukungan dari lembaga 
keuangan untuk memberikan informasi yang jelas kepada debitur mengenai opsi yang 
tersedia.29 

Secara keseluruhan, otoritas pengawas dan penegakan hukum dalam kasus perjanjian 
kredit multiguna di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 
keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Meskipun OJK telah mengambil 
langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap 
lembaga keuangan, tantangan tetap ada dalam hal transparansi, kepatuhan, dan pemahaman 
debitur mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk 
meningkatkan kesadaran hukum di kalangan debitur dan memperkuat mekanisme 
pengawasan dan penegakan hukum yang ada. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam 
perjanjian kredit multiguna di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun 
terdapat regulasi yang diharapkan memberikan perlindungan. Klausula baku yang sering kali 
disusun sepihak oleh kreditur menciptakan ketidakadilan yang signifikan, sehingga debitur 
sering kali terpaksa menerima syarat-syarat yang merugikan. Selain itu, kurangnya 
transparansi dan pemahaman debitur mengenai hak-hak mereka menambah kesulitan dalam 
menegakkan perlindungan yang seharusnya mereka terima. 

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi melalui penegakan 
hukum yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memberikan edukasi hukum 
yang memadai kepada debitur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan debitur dapat lebih 
memahami hak-hak mereka dan terlibat secara aktif dalam melindungi diri mereka dari 
praktik-praktik yang merugikan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara 
debitur dan kreditur dalam sistem perbankan Indonesia. 
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